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BAB III 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, saat ini belum ada faktor pendukung 

penerapan restorative justice untuk tindak pidana korupsi, sedangkan faktor 

penghambatnya terdapat beberapa faktor. Pertama, faktor yuridis yaitu 

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi mengunci peluang diterapkannya restorative justice 

untuk tindak pidana korupsi, karena pengembalian kerugian keuangan 

negara saja tidak menghapuskan dipidananya si pelaku. Kedua, faktor teknis 

yaitu kesulitan dalam hal mengidentifikasi korban korupsi. Ketiga, faktor 

instrumental, karena mekanisme penyelesaian belum tersedia. Selain itu, 

dari faktor sosiologis, pandangan masyarakat soal kasus korupsi cukup 

menjadi perhatian publik, sehingga potensi penolakan masyarakat sangat 

besar. Mekanisme pengembalian kerugian negara yang selama ini ada di 

dalam undang-undang belum cukup untuk mengoptimalkan pengembalian 

kerugian keuangan negara dan mengenai perhitungan kerugian keuangan 

negara saja jaksa pun sering kali mengalami kesulitan, sehingga sulit apabila 

diterapkan restorative justice dengan mengikuti arah pemberantasan 

korupsi follow the money. Di sisi lain, secara teori pada prinsipnya kasus 

korupsi dapat dihentikan penuntutannya, namun bukan melalui pendekatan 

restorative justice, melainkan dengan pendekatan liniency policy.  
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B. SARAN 

1. Apabila arah politik hukumnya menyelesaikan perkara pidana dengan 

berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta 

memasukkan pendekatan restorative justice untuk kasus korupsi 

memang diperlukan kehati-hatian, terutama dari segi aturan, perangkat, 

mekanisme, dan kualifikasi korban tindak pidana korupsi. Semuanya 

harus diatur terlebih dahulu di dalam Undang-Undang baru kemudian 

diturunkan ke Peraturan Kejaksaan. 

2. Pengembalian kerugian keuangan negara dapat dimaknai sebagai 

pengejawantahan restorative justice, namun pengembalian kerugian 

keuangan negara tersebut harus mampu menutup biaya sosial korupsi. 
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